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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek, Staatsblad 1847 No.
23).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, tentang Peraturan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3/1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Republik Indonesia, Undang Undang Kitab lengkap KUHPer, KUHAPer,
KUHP, KUHAP, KUHD

Undang-undang Dasar Negara Republik lindonesia tahun 1945
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No0.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran
Tanah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



